PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 5elz-rm-|uu Jﬂﬂ?
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 235 TAHUN 2008
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PARA PEJABAT
DALAM PENANDATANGAMAN NASKAH DINAS BIDANG KEFEGAWAIAN

Menimbang :

Mengingal

D! LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

bahwa dalam rangka efeklifitas proses penandatanganan Naskah Dinas
di bidang Kepagawaian di lingkungan Femeriniah Kabupaten Garut,
make Peraturan Bupati Garut Memor 285 Taehun 2005 tenlang
Pendelegasian Wewenang Bupali Kepada Para Pejabat Dalam
Penandatanganan Nasksh Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut, periu ditinjau kembali dan dilakukan
penyampuinaan;

. bahwe untuk maksud tersebut huruf a di atas, perdu ditetapkan dengan

Peraturan Bupali.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuken Dasrah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaws Barat (Berita Negara Tahun
1950);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomoe 55, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonasia Nomor 3041) sebagaimana belah
diubah dengan Undang-Undang Momor 43 Tahun 1980 (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 3850);

. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahen Daasrah

{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437) sabagalimana telah
divbah dengan Undang-Undang Momor 8 Tahun 2005 tantang Panatapan
Feratiran Pemerintah Penggant Undang-Undang Momor 3 Tshun 2005
tantang Perubahan Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemenntahan Dasrah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tehun 2005 Nomor 108, Tambehan Lembaran Megara Republik
Indoneska Momor 45456);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinfah Daersh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomer 128, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonasia Momor 4438);

5 Peraturan Pemermtah Momor 30 Tabun 1980 tentang Pergturan Disipin
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 1980
hWomaor 50, Tembahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 3176),

6. Peraturan Pamerintah Momor 10 Tahun 18263 teniang Lon Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonasia
Tahum 1983 Momor 13, Tambahan Lembasan Megara Republik Indonesia
Nomor 3230) sebagaimana felah divbah demgan Peraturan Pemerintah
Nomaor 45 Tahun 1880 (Lembaran Negare Repubfik indonesia Tahun 1580
Nomar 61, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3424,

7. Peraturan Pemerintah Momor 97 Tehun 2000 tenieng Fonmasi Pegawai
Meger Sipil (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimensg
ielah diubah dengan Peraturan Pamarintah Momaor 54 Tanun 2003 (Lembaran
Megara Republi Indonesia Tahun 2003 Momor 122, Tambahas Lembaran

- Negara Republik Indonesia Momaor 3952);

8. Peralwan Pamenntah Nomor 28 Tahwn 2000 teniang Pengadasn Pegawas
Megeri Sipil (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lemberan Negare Republik Indonesia Nomaor 4016) sebagaimana
telah diubah dangan Peraturan Pemerintah Nomaor 11 Tahun 2002 {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9, Perglwan Pemerinlgh Momor 99 Tahwen 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Megeri Sipil (Lembaran Negara Republix indonesia Tahun 2000
Nomeor 186, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana ftelah diubah dengan Persturan Pemerintah Momor 12 Tahun
2002 (Lembaran WMNegara Republik Indonesia Tabhun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Megare Fepublik Indonesia Nomor 4193);

10. Pergturan Pemerintah Momor 101 Tahun 2000 lentang Pendidizan dan
Pedatinan Pegawai Megeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Momor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik indonasia Nomor
4018);

11.Peraturen Pemerinteh Momor 9 Tahun 2003 tentang ‘Wewenang
Pengangkalan, Pemindahan dan Pemberhentan Pegawai Meger Sipil
{Lernbaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 15, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Homor 4263);

12.Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentzng Pembagizn Urusan
Pemenintahan Antara Pemerintah, Pemerntah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/kata [(Lambaran Megara Republik indonesia
Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran Megara Republk Indonesia
Momor 4737

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gorut Nomor 5 Tahun 2002 tantang
wWan Daerah Kabupaten Ganst (Lembaran Daerah Tahun 2002
or 13):

4. Peraluran Daerah Kabupaten Garut Nomor 9@ Tahun 2004 tentang
Fembentukan Organigasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2004 Momor 25),

15. Peraturan Bupati Garnut NMomor 285 Tahun 2006 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Kepada Para Pajabat Dalam Penandatanganan
Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 295
TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWEMANG BUPATI
KEPADA PARA PEJABAT DALAM PENANDATAMGANAN NASKAH
DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUFATEN GARUT.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraluran Bupati Garut Nomeor 295 Tahun 2006 {entang
Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan
Maskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pamerintah Kabupalen Garut, diubah

sebagai berikut :
1. Ketentuan Bagian Fertama Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikur ;

Bagian Pertama

Wewenang Pelaksana Tugas
Saekrataris Daarah

Pasal 3

Palakzana Tugas Sakrataris Dasrah mampunyai wawanang sapaniang manganai :

a. Penandatanganan Sural Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perinleh Pelaksang
Tugas untuk Jabatan Struktural Eselon lII;

b Surat Perintah, Surat Tugas dan penempatan Pegawal Neger Sipli Golongan IVID ke
atas dam vang tidak menduduki jabatan sapanjang masih dalam Pemarintah
Kebupaten Garul;

. Surat Perintah Pagawai Negeri Sipil mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat 111

d. Surat Perintah mengikuti Pendidikan Teknis FungsionalTeknis Substantif untuk
Eselon Il dan Pejabat Fungsional Ahli Madya;

& Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan, Sural Parnvataan Menduduki
Jabatan dan Surat Pernyalaan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Megen Sipil {nnd%
menduduki Jabatan Struktural Eselon |l dan lll Pimpinan Unit Kerja dan Esalon I
lingkungan Sekretarial Daarah serta Jabatan Fungsional Ahli Madya ke atas.

e

Z. Ketentuan Bagian Keliga Pasal 5 diubah, seningga berbunyi sebagai berikul

Bagian Ketiga
Wewenang Kepzla Badan Kepegawaian Daerah
Fasal 5

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai wewenang sepanjang mengenai :

a. Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Megeri Sipil bagi Calon Pegawai
Mageri Sipil Daerah Golongan 1, 11 dan I1I;

b. Surat Izin Cuti Basar, Cuti Tahunan, Cuti Bargalin, Guti Sakit, Cuti karena alasan
penting Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselan I, IV dan
Jabatan Fungsional sampai dengan Ahli Madya sera Gelongan IV vang fidak
mempunyai jabatan;

¢. Patikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Jabatan Strukturai Eselon II, Eselon

Il Pimpinan Unit Kerja, Eselon I di lingkungan Sekrelariat Daerah dan Camal serta
Jabatan Fungsional Ahli Madya ke atas;



Pelikan Keputusan Kenaikan Pangkatl Pegawai Neger Sipil Golongan lllfa, IV dan
i, lIlid dan/atau Pejabat Struktural Eselon 1il;

Surat Penetapan tentang Kenaikan Gaji (SPTKG) Pegawai Megeri Sipil yang
menduduki Jabatan Struktural Eselon IlLb, Esalon I, Eselon IV di Lingkungan
Sekratariat Deerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Golongan | sampai demgan
Golongan IV yang tidak menduduki Jabalan Strukiural;

Penandatanganan Surat Parintah Pelaksana Harnan dan Surat Perinlah Pelaksana
Tugas untuk Jabatan Struktural Esalon IV,

. Pengajuan Usulan Pertimbangan Teknis Mutasi Kensikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipill Golongan lIlfb, e, M, IVia dan VI,

Surat Perintah, Surat Tugas dan Penempatan Pegawal Megeri Sipil Golongan IIl dan
gﬂ'a. yang tidak menduduki jabatan sepanjang masih dalam Femerintan Kabupaten
arut;

Keputusan Pensiun Pagawai Negeri Sipil atas parmohonan sendiri Golongan 1id ke
bawah;

Menandatangani Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas dari jabatan bag! Pegawai
Golongan llfd ke bawah dan Pejabat Struktural Eselon IV,

Pemberian Izin Belajar Pegawai Megeri Sipil bagi tingkat S2, 5!, D3 dan tingkat SLTA
ke bawah;

Surat Perintah Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat IV:

Eural Fl'lermiah mengikuti Pendidikan Tekniz Fungsional/Teknis Substantif untuk
salon |1

Penandatanganan Petikan Keputusan Bupati lentang Pengangkatan dan
Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional sampai dengan Ahli Muda dan Ahli
Madya ke atas;

Fenandatanganan Keputusan Hukuman Disiplin Ringan terhadap Pejabat Strukibural
Eselon Il.b, Kepala Kantor dan Cemat di Lingkungan Pemerintah Kabupalen Garut;

Menandatangani Mominatil Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut;

Mena nuqtan&an'r Keputuzan Pemberhentian Bebas Tugas dari Jabatan bagi Pegawai
MNegen Sipil Golongan 1Via dan 1Vib serta pejabat Strukiural Eselon 111;

Izin Perceraian/Surat Keterangan bagi Pegawal Negeri Sipil Golangan |, 1N, 1l dan IV

Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Permmyatazn Menduduki
Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pagi Pa{-gawaa Meger: Sipil yang
menduduki Jabatan Strukiural Ezelon (I, IV dan Fungsional Golongan IVia bilamans
Pimpinan Unit Kerja Definitif belum terisi;

Menandatangani Keputusan Disiplin Ringan terhadap Pejabat Eselon I, IV dan yang
tidak menduduki Jabatan Strukiural di lingkungannya;

. Penandatanganan Surat Persetujuan Pindah Bekerja Pegawai Negeri Sipil antar
Kabupaten, Propinsi dan Pemeritah Pusat:

Penandatanganan Petiken Surat Keputusan Bupah tentang Pengangkatan Jabatan
Struktural Eselon Il dan Fungsional Golengan IVia sampai dengan Ahli Muda;

. Hﬁmaknatﬂalﬂl'l paserta Ujian Dinas Tingkat I. Tingkat Il dan Penyesuaian Kenalkan
angkat;

Penandatanganan usul pertimbangan dari Dinas Pendidikan tentang pindah tempat
bekerja Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru:

Menandatangani Surat Perintah Tenaga Kontrak Kera (TKK) di linokungan
Pemerintah Kabupaten Garuf;

- Menandatangani Perselujuan Penempatan Tenaga Medis malalui masa bakti dan
cara lain di Kabupaten Garut;

—



aa. Pengajuan Usulan Pertimbangan Peserta Diklal yang sudah menduduki Jabatan
Struktural Eselon Il dan |1l serta Pejabat Fungsional Anli Madya:

bb. Penandatanganan Surat |zin Pegawal Megeri Sipil yang akan mencalonkan dir
menjadi Calon Kepala Desa

Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupsaten Garul

Ditetapkan di Garut
pada tanggai (- g

BUFPATI G “EH uT
H. AGUS SUPRIAD!
Diundangkan di Garut

pada tanggal

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT

FAROUK, SH, M.5i
PEMBINA TINGKAT |
MIP. 480 099 322

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR
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